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ABSTRAK 

 

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui, menguraikan, menjelaskan dan 

menganalisa penerapan perjanjian bagi hasil (rawi dua) padi pemilik lahan dan 

penggarap di Desa Rite Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima.  Berdasarkan 

fenomena yang terjadi, pokok permasalahan yang akan penyusun teliti yaitu 

Bagaimana penerapan perjanjian bagi hasil padi, dan Bagaimana upaya 

penyelesaian sengketa apabila ada permasalahan yang terjadi pada proses bagi 

hasil padi antara kedua belah pihak. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

metode Empiris. Dengan pendekatan yuridis sosiologis, yang berfokus pada 

perilaku masyarakat hukum. Penilitian hukum empiris merupakan sebuah metode 

penelitian hukum dalam artian yang nyata dan untuk meneliti bagaimana hukum 

bekerja di masyarakat.  

Hasil penelitian menunjukkan, perjanjian atau kesepakatan bagi hasil (rawi 

dua) padi antara pemilik lahan dan penggarap diantaranya (1) bagi hasil (rawi 

dua) hasil panen padi dengan menggunakan perbandingan 1:1 artinya setengah 

dari jumlah total hasil panen setelah dikurangi biaya untuk alat memanen total 

hasil panen setelah dikurangi biaya panen, (2) hak dan kewajiban pihak penggarap 

dan pemilik tanah sesuai kesepakan  perjanjian bagi hasil ditentukan masing-

masing hak dan kewajiban mereka, (3) risiko apabila terjadi kegagalan dalam 

panen berapapun atau bagaimanapun hasilnya tetap akan dibagi sesuai dengan 

imbangan (kerugian ditanggung bersama), (4) jangka waktu perjanjian bagi hasil 

menggunakan ketentuan yang ada dalam hukum adat setempat, dimana tidak 

ditentukan secara tegas dan jelas (5) berakhirnya perjanjian bagi hasil (rawi dua) 

padi di Desa Rite kebiasaan yang terjadi pada saat jangka waktu yang sudah 

disepakati bersama sudah berakhir biasanya pada saat musim panen tanaman 

berakhir maka umumnya perjanjian bagi hasil berakhir dengan sendirinya atau 

berdasarkan kesepakatan awal pemilik sawah dan penggarap tapi berakhirnya 

perjanjian bagi hasil juga bisa terjadi karena ada sebab-sebab tertentu yakni 

apabila salah satu pihak melanggar perjanjian yang disepakati, karena penggarap 

tidak mengerjakan sawahnya dengan semestinya, atau biasanya pemilik sawah 

meminta bagian hasil panen yang lebih dari penggarap.  Proses perjanjian bagi 

hasil (rawi dua) dilakukan oleh pihak pemilik tanah dan penggarap hanya karena 

atas dasar tolong-menolong dan rasa kekeluargaan yang masih sangat kuat 

diantara masyarakat Desa Rite, di mana antara pemilik sawah dan penggarap 

saling membutuhkan dan sebagai wujud tolong-menolong diantara masyarakat 

Desa Rite. Upaya penyelesaian sengketa apabila ada permasalahan yang terjadi 

tentang bagi hasil (rawi dua) padi antara kedua belah pihak, menggunakan cara 

musyawarah dan mufakat dengan melibatkan tokoh masyarakat atau tokoh agama 

setempat manakala tidak dapat diselesaikan sendiri oleh kedua belah pihak. 

Kata kunci: Penerapan Perjanjian, Bagi Hasil Padi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Indonesia merupakan negara agraris dan sebagian besar penduduknya 

bergerak di bidang pertanian. Hal ini juga disebabkan oleh kesuburan tanah 

yang melimpah, ketersediaan air yang memadai, baik air, tanah maupun air 

permukaan, keanekaragaman sumber daya alam hayati, dan pola iklim tropis  

lembab yang  memungkinkan beroperasinya sektor pertanian yang didukung 

oleh sumber daya alam. 

Pertanian adalah kegiatan manusia yang meliputi bercocok tanam, 

beternak, budidaya ikan, dan  kehutanan. Pertanian memiliki dua arti: sempit 

dan luas. Pertanian dalam arti sempit  diartikan sebagai kegiatan bercocok 

tanam. Pertanian dalam arti luas mencakup semua kegiatan yang 

menggunakan organisme hidup (termasuk tumbuhan, hewan, dan 

mikroorganisme) untuk kepentingan manusia.
1
 

Pertanian membutuhkan lahan atau tanah sebagai tempat untuk 

melakukan pekerjaan pertanian. Namun, kualitas tanah  pertanian  semakin 

buruk. Hal ini terjadi karena banyak kawasan pertanian yang telah direlokasi 

fungsinya, seperti dialihfungsikan menjadi pemukiman atau bangunan 

komersial. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan antara jumlah lahan yang 

tersedia dan kebutuhan manusia akan lahan tersebut. Kebutuhan akan lahan 

yang semakin meningkat dan gejala luas lahan yang semakin berkurang 

                                                           
1
 Ken Suratiyah, Ilmu Usaha Tani Edisi Revisi, Jakarta: Penebar Swadaya, 2015, Hal. 8 
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menimbulkan permasalahan sosial di masyarakat. Pengelolaan dan 

Kepemilikan Lahan, Penggunaan dan Penghunian Lahan, Pemeliharaan dan 

Konservasi Lahan, dan Hubungan Hukum dengan Lahan. Retribusi lahan 

pertanian yang dilaksanakan dengan buruk juga dapat menyebabkan 

peningkatan petani kecil. Situasi ini akan membuat lebih banyak petani dari 

lahan yang tidak mereka miliki.
2
 

Kepemilikan tanah yang tidak dimiliki dapat dibagi menjadi lima 

jenis: sewa, bagi hasil, gadai, numpang dan tanah bersama.
3
 Kepemilikan 

penyewa adalah kepemilikan sementara. Hal ini karena penyewa, sebagai 

penguasa, memiliki hak kontraktual untuk menggunakan tanah asing untuk 

jangka waktu tertentu  dengan  membayar sewa. Pola bagi hasil penguasaan 

tanah adalah ketika seorang pemilik tanah mengadakan kontrak dengan orang 

lain untuk bekerja, bercocok tanam, dan mengolah tanahnya sendiri, dengan 

kesepakatan bahwa hasil dari tanah itu akan dibagi-bagi.
4
 Hak gadai dalam 

real estat juga merupakan hak sementara di alam. Karena pemilik hak gadai 

memiliki hak untuk membuang properti sampai ditebus oleh 

pemilik/penerima gadai. Hak atas tanah pola Trump adalah hak  yang 

diberikan kepada orang lain (petani) dengan izin lisan atau tertulis dari 

pemilik tanah untuk menggarap tanah tersebut tanpa membayar sepeser pun 

kepada pemilik tanah. Semua tanah lainnya adalah tanah milik adat.  

                                                           
2
  Tampil Anshai Siregar, Pemdalaman Lanjutan Undang – Undang Pokok Agraria, 

Medan: Pustaka bangsa Press, 2005, Hal. 137 
3
 Bambang Winarso, Dinamika Pola Penguasaan Lahan Sawah di Wilayah Pedesaan di 

Indonesia, Jurnal Penelitian Pertanian Terapan Vol. 12 (3): 137-149, Hal. 141 
4
 Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Bandung: Mandar Maju. 

2003, Hal. 228 
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Hak Guna Usaha, Subkontrak, dan Hak Tanggungan adalah jenis hak 

atas tanah dimana  hak guna usaha atas tanah beralih dari pemilik tanah 

kepada orang lain. Pengalihan hak guna usaha adalah untuk jangka waktu  

yang memungkinkan Anda untuk mengelola atau mengolah tanah yang bukan  

milik Anda. Kepemilikan tanah yang belum dimiliki yang masih ada dan 

masih berkembang di masyarakat. Salah satunya adalah bagi hasil. Scheltema 

berpendapat bahwa bagi hasil, yang disebut deelbouw dalam bahasa Belanda, 

adalah salah satu bentuk kepemilikan tanah tertua, yang ada di berbagai 

negara dan waktu, dan dalam masyarakat dengan tingkat perkembangan yang 

sangat berbeda.
5
 Ada dua alasan yang melatarbelakangi terbentuknya 

perjanjian bagi hasil. Pertama, rasa keadilan banyak petani tampaknya telah 

terpenuhi selama banyak periode sejarah. Untuk alasan ini, ada banyak 

ketidaksepakatan di berbagai negara dan waktu mengenai sifat hukum dari 

perjanjian bagi hasil di satu sisi dan keuntungan atau kerugiannya dari sudut 

pandang ekonomi pertanian di sisi lain. Meski tidak memiliki nama yang 

sama,  perjanjian bagi hasil banyak dijumpai di seluruh Indonesia, yang 

dikenal dengan Desa Rite, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima yang 

disebut Rawi Dua.  

Peruntukan hasil pertanian di Indonesia diatur oleh ketentuan common 

law yang biasa disebut dengan hak guna usaha. Ini adalah hak seseorang 

untuk mengusahakan pertanian di atas tanah  orang lain, yang hasilnya 

disepakati sebagai akibat dari: Kesepakatan antara para pihak untuk 

                                                           
5
 A.M.P.A. Schetema, Bagi Hasil Di Hindia Belanda, Penerjemah Marwan, Jakarta: 

Yayasan Obor Indonesia, 1985, Hal. 29 
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menjamin status hukum yang layak bagi petani dengan memastikan hak dan 

kewajiban para pihak, dengan memperhatikan pembagian hasil tanah yang 

adil antara pemilik dan petani.
6
 

Kontrak pengelolaan lahan bagi hasil sudah ada sejak lama dan 

diturunkan dari generasi ke generasi. Perjanjian bagi hasil dibuat oleh pemilik 

tanah yang tidak mempunyai waktu atau kemampuan untuk menggarap 

tanahnya, dan bekerja sama dalam bentuk bagi hasil dengan petani yang 

pekerjaan utamanya adalah bertani baik yang memiliki maupun tidak 

memiliki tanah.  

Kontrak bagi hasil adalah suatu perjanjian dengan nama apapun  yang 

dibuat di satu pihak oleh pemilik dan di pihak lain oleh orang perseorangan 

atau badan hukum  yang disebut dalam Undang-undang ini sebagai "petani". 

Dalam kontrak di mana petani memiliki izin untuk melakukannya, pemilik 

memiliki tanah pemilik dan membagi hasilnya antara kedua pihak untuk 

menjalankan usaha pertanian yang dijelaskan kedua pihak.
7
 

Di Indonesia, Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil telah disahkan 

dan diundangkan pada tanggal 7 Januari 1960 dan diumumkan dalam 

Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 1960, dengan penjelasan yang dimuat 

dalam Tambahan Lembaran Negara.
8
 Adanya Undang-Undang Perjanjian 

Bagi Hasil No. 2 Tahun 1960 mensyaratkan bahwa pelaksanaan perjanjian 

bagi hasil tanah antara para pihak harus didasarkan pada pembagian yang 

                                                           
6
 K. Wantjik Saleh, Hak Anda Atas Tanah, Jakarta:  GHalia Indonesia, 1987, Hal. 51 

7
 Pasal 1 huruf Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. 

8
 Soedjarwo Soeromiharjo, (ed.), 2008, Pengabdian Seorang Guru Pejuang Petani 

Bunga Rampai : Fokus  pada  Mengangkat  Harkat  Petani,  Gajah  Hidup, Jakarta, Hal. 87. 
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adil. Selain itu, hak dan kewajiban kedua belah pihak juga diatur oleh 

undang-undang. Terutama dalam memastikan status hukum petani yang 

layak, bukan hanya tentang peningkatan  produksi  tetapi juga pemenuhan 

kebutuhan pangan dan sandang masyarakat. 

Dalam prakteknya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang 

Perjanjian Bagi Hasil belum sepenuhnya dilaksanakan oleh para pihak dalam 

Perjanjian Bagi Hasil Pertanian, meskipun para pihak telah menggunakan 

common law atau hukum adat dalam pelaksanaannya. Misalnya, bentuk 

perjanjian yang akan dituangkan dalam Undang-Undang Perjanjian Bagi 

Hasil Nomor 2 Tahun 1960 adalah secara tertulis di hadapan Kepala Desa, 

yang berbanding terbalik dengan prakteknya.  

Salah satu instrumen kebijakan pemerintah yang digariskan untuk 

mencapai tujuan pemerataan di atas adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

1960. Secara hukum Undang-Undang Bagi Hasil masih berlaku dan belum 

dicabut oleh Pemerintah, tetapi Undang-undang Nomor 2 tentang Pengaturan 

Bagi Hasil berdasarkan kutipan di atas  tidak efektif di masyarakat.   

Kedua belah pihak lebih memilih  menggunakan common law dalam 

menegakkan perjanjian bagi hasil. Di Desa Rite Kecamatan Ambalawi 

Kabupaten Bima, perjanjian bagi hasil didasarkan pada praktik yang sudah 

ada sejak adat nenek moyang kita. Kontrak didasarkan pada saling percaya 

dan keakraban antara para pihak. Misalnya, di Desa Rite, Kecamatan 

Ambalawi, Kabupaten Bima, masyarakat jarang membuat perjanjian bagi 
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hasil pertanian di depan perangkat desa, apalagi mengesahkannya di depan 

camat setempat. 

Hal ini jelas tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 1969 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Selain itu, terkait masalah lain 

yaitu  ketimpangan atau ketidakadilan  salah satu pihak dalam hal pendapatan  

yang akan diperoleh, dan pembagian biaya  selama kontrak antara petani dan 

pemilik tanah, terutama akan merugikan petani. Dengan adanya ketentuan 

tersebut, maka pelaksanaan perjanjian bagi hasil sudah tidak tepat lagi.  

Hal tersebut di atas menyatakan bahwa  walaupun para pihak lebih 

memilih untuk menggunakan common law dan hasilnya sebaliknya, 

perjanjian bagi hasil harus diterima oleh masyarakat sehingga perjanjian 

pembagian tanah untuk fasilitas tersebut tidak akan merugikan salah satu 

pihak. butuh aturan baru yang bisa efektif dalam pelaksanaannya. 

Berdasarkan berbagai macam permasalahan yang disebutkan di atas, 

maka peneliti merasa sangat penting sekali jika dilakukan sebuah penelitian 

yang berjudul “Tinjauan Yuridis Penerapan Perjanjian Bagi Hasil (Rawi 

Dua) Padi di Desa Rite Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima”. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat 

merumuskan masalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana penerapan perjanjian bagi hasil (Rawi Dua) padi di Desa Rite 

Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima?  
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2. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa apabila ada permasalahan yang 

terjadi pada proses bagi hasil (rawi dua) padi antara kedua belah pihak?  

C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagi berikut:  

1. Untuk mengetahui penerapan perjanjian bagi hasil (Rawi Dua) padi 

Pemilik Lahan Dan Penggarap di Desa Rite Kecamatan Ambalawi 

Kabupaten Bima.   

2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa apabila ada permasalahan 

yang terjadi pada proses bagi hasil (Rawi Dua) padi antara pemilik lahan 

dan penggarap kedua belah pihak.  

D. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagi berikut:  

1. Manfaat Akademis  

Secara akademis manfaat penelitian diharapkan berguna bagi 

pengembangan ilmu peneliti dan sebagai syarat untuk memperoleh Gelar 

Stara Satu (S1) Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Mataram.  

2. Manfaat teoritis  

Selain untuk memperluas cakrawala, wawasan dan pegetahuan hasil 

penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu 

hukum khususnya dalam lingkup hukum perdata yang berkaitan dengan 

pembagian hasil perjanjian rawi dua masyarakat Desa Rite Kecamatan 

Ambalawi Kabupaten Bima.  
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3. Manfaat praktis  

Secara praktis penelitian ini dapat membantu penulis dalam memahami 

tentang tinjauan yuridis penerapan perjanjian bagi hasil (rawi dua) padi di 

Desa Rite Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima. 

E. Orisinalitas Penelitian 

Orisinalitas penelitian ini didasarkan pada beberapa penelitian 

sebelumnya dengan karakteristik yang relatif sama dalam hal topik penelitian, 

namun berbeda dalam hal kriteria teknis, jumlah dan posisi variabel 

penelitian, atau metode analisis yang digunakan meningkat. Penyelidikan 

yang sedang berlangsung menyangkut kajian hukum pelaksanaan Perjanjian 

Bagi Hasil (Rawi Dua) Beras di Desa Lait, Kecamatan Ambarawi, Kabupaten 

Bima. 

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu sebagai 

berikut. 

No Nama Tahun Judul Hasil penelitian 

1 Gita Tri 

Dhania 

2018 Pelaksanan Perjanjian 

Bagi Hasil Pertanian 

di Desa Lestari Dadi 

Hasil penelelitian adalah 1) 

Kontrak bagi hasil pertanian 

dibuat secara lisan selama 

satu musim tanam untuk padi 

atau tanaman sekunder seperti 

cabai atau semangka yang 

ditanam di sawah, dan dapat 

diperpanjang sesuai  

kesepakatan para pihak, 

dengan hak dan kewajiban 

tidak spesifik. Karena sedang 
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dibahas, para pihak sudah 

tahu apa hak dan 

kewajibannya. 2) Sistem bagi 

hasil yang berlaku untuk 

pelaksanaan kontrak bagi 

hasil pertanian meliputi 

pemilik dua pertiga, sepertiga 

petani, atau sepertiga pemilik, 

sepertiga pemilik, 2/3 petani, 

sistem 2 (malo) dan sistem 

10%. (10%) dari laba bersih. 

Para pihak harus 

mempertimbangkan pro dan 

kontra skema bagi hasil dan 

mempertimbangkan sifat 

modal mereka untuk 

menentukan skema bagi hasil 

yang akan diterapkan.  

 Berdasarkan hasil survei, 

warga Desa Lestari Dadi, 

Kecamatan Pegajahan, 

Kabupaten Serdang Bedagai 

percaya bahwa sistem bagi 

hasil yang diterapkan  adil 

bagi pemilik atau petani 

karena baik pemilik maupun 

petani sudah memiliki modal 

dasar. satu hal. pemilik berupa 

tanah yang mengusahakan 

bagi hasil dan petani berupa 

keahlian dalam mengolah 
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tanah. 3) Kelemahan dalam 

pelaksanaan Perjanjian Bagi 

Hasil Pertanian di Desa 

Lestari Dadi Kecamatan 

Pegajahan Kabupaten Serdang 

Bedagai adalah Perjanjian 

Bagi Hasil Pertanian 

dilaksanakan secara lisan 

yang mengaburkan hak dan 

kewajiban serta tidak 

memberikan kepastian 

hukum. setiap pesta. 

Kelemahan lainnya adalah 

tidak adanya harmonisasi 

hukum perjanjian bagi hasil 

pertanian, karena pelaksanaan 

perjanjian bagi hasil pertanian  

masih berdasarkan hukum 

adat dan praktik masyarakat. 

2 Vendra 

Irawan 

2018 Praktik Sistem 

Mampaduoi Dalam 

Perjanjian Bagi Hasil 

Sawah di Nagari 

Gunung Medan, 

Sumatera Barat 

hasil penelitian adalah 1) 

Praktik sistem Manpaduy 

dalam Perjanjian Bagi Hasil 

Padi di Nagari Gunung 

Medan, Sumatera Barat, 

mengutamakan prinsip 

kekeluargaan (badunsanak) 

dan gotong royong. Karena 

tujuan utama masyarakat 

gotong royong dalam 

pencapaian sawah ini bukan 

hanya untuk mencari 
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kepentingan (usaha) masing-

masing pihak, tetapi juga 

untuk membantu keluarga 

yang membutuhkan. Bagi 

hasil dalam sistem manpaduoi 

Nagari Gunung Medan dibagi 

menjadi 4 (1:3) untuk pemilik 

tanah, 3 (rasio kerabat) untuk 

petani, dan 3 (1:2) untuk 

petani. ). Bentuk akad bagi 

hasil sawah sistem Manpaduy 

yang dilaksanakan oleh 

pemerintah kota bersifat lisan 

berdasarkan kepercayaan dan 

kesepakatan bersama. 3) 

Praktik sistem manpadui di 

Nagari Gunung Medan 

Sumatera Barat dikaji dengan 

mengkaji hukum Islam dan 

hukum aktif Indonesia, dan 

kajian ini mengkaji tokoh 

agama Islam dan 

kepemimpinan adat di Nagari 

Gunung Medan sebagai 

kesepakatan bagi hasil. dari 

pandangan seseorang. UU 

No.2 Tahun 1960. Jika 

pemuka agama dan pemuka 

adat Islam jauh dari unsur 

Galar dilihat dari rukun dan 

syarat yang ditetapkan oleh 
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Jumhur Ulama, maka praktek 

sistem manpadu dalam 

perjanjian bagi hasil padi 

sebelumnya saya kira sejalan 

dengan ketentuan syariat 

Islam. hukum. , curang, riba, 

dan sudah adil bagi kedua 

belah pihak. Sedangkan untuk 

Muammara, sistem 

Manpaduoi dikategorikan 

sebagai akad Muhabara karena 

pemilik tanah hanya 

menyediakan tanah dan 

penggarap menanggung biaya 

bibit, alat dan biaya budidaya. 

Namun, berdasarkan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1960 

tentang Kontrak Bagi Hasil, 

praktik sistem Manpaduoi 

tidak sepenuhnya sesuai 

dengan ketentuan undang-

undang. Mungkin kurang dari 

3 tahun. 

3 Sulistyawati 

Kumalasari 

2011 Pelaksanaan 

Perjanjian Bagi Hasil 

di desa Kaliglagah 

Kecamatan Loano 

Kabupaten Purworejo 

Hasil penelitian ini adalah 1) 

Kabupaten Pulwolejo, Desa 

Caligulaga, Kecamatan Loano 

Pelaksanaan perjanjian bagi 

hasil, yaitu pelaksanaan 

perjanjian bagi hasil menurut 

hukum adat setempat, 

dilakukan secara lisan, 
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semata-mata atas dasar 

kesepakatan dan kepercayaan 

antara pemilik padi dan petani. 

Tidak ada kesepakatan yang 

dicapai di depan kepala desa 

dan tidak ada catatan gugatan. 

Oleh karena itu bentuk 

perjanjian bagi hasil yang 

berlaku di desa Caligulaga 

sesuai dengan ketentuan 

Undang-undang Nomor 2 

Tahun 1960 tentang Perjanjian 

Bagi Hasil, yang 

mengharuskan perjanjian 

dibuat secara tertulis di 

hadapan pejabat yang 

berwenang. Ketentuan 

pemerataan bagi hasil antara 

sawah sistem 'Maro' dan 

sawah 'Mertel'. Biaya produksi  

sistem malo yaitu benih, 

pupuk dan upah pemanen 

ditanggung oleh pemilik padi 

dan petani, biaya lainnya 

ditanggung petani dan biaya 

produksi  sistem mertel. Petani 

sendiri menanggung biaya 

pupuk, dan  kedua belah pihak 

menanggung upah kerja 

panen. 2) Faktor-faktor yang 

menentukan sistem pola  bagi 
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hasil dalam Perjanjian Bagi 

Hasil Desa Caligulaga antara 

lain kesuburan tanah, jumlah 

petani yang membutuhkan 

lahan, dan luas lahan yang 

tersedia. Faktor-faktor yang 

menentukan keseimbangan 

bagi hasil di desa Caligulaga 

adalah kesuburan tanah, 

jumlah lahan yang tersedia 

dan jumlah petani yang 

membutuhkan lahan pertanian, 

serta berdampak signifikan 

terhadap petani. 3) Dampak 

dari pelaksanaan perjanjian 

bagi hasil di Kabupaten 

Purwolejo, Kecamatan Loano 

dan Desa Caligulaga adalah 

dampak negatif dan  positif. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Tentang Perjanjian  

1. Pengertian Perjanjian  

Istilah perjanjian sering juga disebut persetujuan, yang berasal dari 

bahasa Belanda yaitu overeenkomst.
9
 Perjanjian adalah suatu peristiwa 

yang terjadi ketika para pihak saling berjanji untuk melakukan suatu 

tindakan tertentu. Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di 

mana satu orang atau lebih berkomitmen untuk memenuhi suatu perjanjian 

atau melakukan sesuatu dengan satu sama lain.
10

 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) 

mendefinisikan perjanjian dalam ketentuan Pasal 1313-nya sebagai 

berikut: “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau 

lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.”  

Dari ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perjanjian 

menurut Pasal 1313 KUH Perdata dan syarat-syarat sahnya  perjanjian 

menurut Pasal 1320 KUH Perdata, jelaslah bahwa perjanjian adalah 

perbuatan hukum yang menimbulkan ikatan antara satu pihak dengan 

pihak lainnya. Jika akad dilakukan dengan kesepakatan tanpa dipaksakan 

oleh salah satu pihak yang membuat akad atau oleh salah satu pihak yang 

tidak terlibat dalam akad. 

                                                           
9
  Leli Joko Suryono, Pokok-Pokok Perjanjian Indonesia, Yogyakarta, LP3M UMY, 2014, 

Hal 43 
10

 Wawan Muhwan Hariri, Hukum Perikatan, Bandung, CV Pustaka Setia, 2011, Hal 119 
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Menurut teori baru  Van Dunne,  perjanjian adalah “hubungan 

hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan perjanjian yang 

menghasilkan akibat hukum”.
11

 

Beberapa ahli hukum perdata telah mengomentari definisi hukum 

kontrak sebagai berikut:
12

 

1) Wirjono Prodjodikoro, yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu 

transaksi hukum antara dua pihak mengenai harta benda dimana salah 

satu pihak berjanji atau  tidak  melakukan sesuatu atau tidak melakukan 

sesuatu, para pihak  berhak  menuntut pelaksanaannya.  

2)  M. Yahya Harahap berpendapat bahwa kontrak mengandung kontrak 

yang memberi hak kepada satu pihak untuk mendapatkan keuntungan 

dan  mewajibkan  pihak lain untuk melakukannya.  

3) Subekti mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana 

satu orang menjanjikan sesuatu kepada orang lain, atau  dua orang atau 

lebih  berjanji untuk melakukan sesuatu satu sama lain.  

4) Sudikno Mertokusumo atau perjanjian adalah  perbuatan hukum 

yang melibatkan dua orang (een twezijdige overeenkomst) dalam 

suatu perjanjian yang mempunyai akibat hukum.
13

  

Yang dimaksud dengan  perbuatan  yang melibatkan dua atau tidak 

sama sekali sebagai perbuatan yang melibatkan tawaran dari satu  

pihak  dan penerima dari pihak lain. Artinya suatu kontrak 

                                                           
11

 Ibid. Hal. 120 
12

  Ratna Artha Windari, Hukum Perjanjian, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2014, Hal, 2 
13

 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Liberty Yogyakarta, 1999, 

Hal, 110 
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bukanlah suatu transaksi hukum, melainkan suatu hubungan hukum 

antara dua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat 

hukum. 

Dalam berbagai hukum kontrak, suatu kontrak bersifat mengikat, 

harus dilaksanakan, dan dianggap hukum jika memenuhi semua syarat dan  

memenuhi rukun dan syarat kontrak menurut hukum kontrak. Artinya, ada 

akibat hukum yang berasal dari kontrak yang harus dilakukan oleh para 

pihak “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya.”  

2. Asas-asas Perjanjian  

Ada beberapa prinsip utama dalam hukum kontrak yang mendasari 

kesediaan para pihak untuk mencapai tujuannya. Prinsip-prinsip ini 

meliputi:
14

  

1) Asas Kebebasan Berkontrak (freedom of contract) 

Siapapun bebas untuk membuat kontrak selama memenuhi 

persyaratan hukum kontrak dan tidak melanggar hukum, kesusilaan, 

atau ketertiban umum dan kesusilaan. Menurut Pasal 1338 Ayat (1) 

KUH Perdata, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku 

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” “Semua 

perjanjian…” berarti perjanjian apapun, diantara siapapun. Namun 

demikian, ada batasan untuk kebebasan ini. Artinya, selama kebebasan 

itu sesuai dengan persyaratannya dan tidak melanggar hukum (hukum), 

                                                           
14

 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak, Edisi ke-1, cet. 4, Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hal 3-5 
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moral (pornografi, tindakan pornografi) dan kebijakan publik (misalnya 

perjanjian untuk menghasut kerusuhan).  

2) Asas Kepastian Hukum (Pacta Sunt Servanda) 

Jika terjadi perselisihan selama pelaksanaan kontrak, misalnya 

salah satu pihak mengingkari janji (wanprestasi),  hakim dapat dengan 

keputusannya  memaksa  pihak yang melanggar untuk melaksanakan 

hak dan kewajibannya berdasarkan kontrak, saya dapat melakukannya. 

Memerintahkan pihak lain untuk membayar ganti rugi. Putusan 

pengadilan menjamin hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak 

mendapat kepastian hukum dan perlindungan hukum yang definitif.  

3) Asas Konsensualisme (concensualism) 

Asas konsensus berarti kesepakatan (consensus),  pada dasarnya 

kesepakatan yang lahir setelah tercapainya kesepakatan. Setelah 

kesepakatan dibuat dan diucapkan, itu mengikat dan menghilangkan 

kebutuhan akan formalitas tertentu. Pengecualian untuk aturan ini 

adalah dalam hukum, di mana kontrak memiliki persyaratan formal 

tertentu. Misalnya, persyaratan harus dalam bentuk tertulis.  

4) Asas Itikad Baik (good faith/tegoeder trouw) 

Itikad baik berarti semangat para pihak dalam membuat dan 

melaksanakan kontrak harus jujur, terbuka dan dapat dipercaya. Jangan 

mencemarkan suatu pihak dengan maksud menipu atau 

menyembunyikannya. J. Satrio memberikan penafsiran yang bermaksud 
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baik. Artinya, perjanjian harus dilaksanakan menurut akal dan 

kesusilaan. merumuskannya.
15

 

5) Asas Kepribadian (personality)  

Asas karakter berarti bahwa isi kontrak hanya mengikat para 

pihak secara pribadi dan tidak mengikat pihak lain yang tidak setuju. 

Seseorang hanya dapat mewakili dirinya sendiri dan tidak dapat 

mewakili orang lain dalam membuat kontrak. Perjanjian yang dibuat 

oleh para pihak hanya berlaku untuk pihak yang menandatanganinya.  

3. Syarat Syah Perjanjian  

Berdasarkan ketentuan  Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat 

sahnya kontrak:
16

 

1) Kesepakatan mereka mengikatkan dirinya;  

Ini adalah kondisi yang logis. Karena kontrak memiliki 

setidaknya dua orang yang saling berhadapan dan memiliki keinginan 

yang saling melengkapi.
17

 Artinya suatu perjanjian terbentuk sebagai 

hasil kesepakatan para pihak yang mengadakan kontrak. Perjanjian 

adalah suatu persetujuan maksud antara satu orang atau lebih dengan 

pihak lain. Apa yang diinginkan seseorang, apa yang diinginkan pihak 

lain, apa yang diinginkan pihak lain, atau apa yang diinginkan oleh satu  

sama lain, adalah esensial bagi kesepakatan. 

  

                                                           
15

 J. Satrio, Hukum Perjanjian, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1992, Hal. 365. 
16

 P.N.H Simanjuntak, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, Djambatan, Jakarta 2009, 

Hal.334 
17

 J. Satrio, Op Cit. Hal 128 
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2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;  

Sebuah kesepakatan adalah mungkin. Di bawah hukum, 

yurisdiksi umumnya mencakup kekuatan untuk menuntut, dan di bawah 

hukum siapa pun dapat membuat kontrak, kecuali mereka yang  

dinyatakan tidak mampu secara hukum. Mereka yang tidak dapat 

mengadakan kontrak adalah anak di bawah umur, wali, dan wanita yang 

sudah menikah.
18

 

3) Suatu pokok persoalan tertentu;  

Subyek kontrak adalah kinerja (prinsip kontrak). Kinerja 

merupakan kewajiban debitur dan  hak kreditur. Pencapaian adalah 

komitmen untuk melepaskan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak 

melakukan sesuatu.
19

 Sebuah layanan harus diperbaiki, atau setidaknya 

jenisnya harus dapat ditentukan. Kontrak harus cukup jelas. 

Pemahaman bahwa kinerja harus pasti atau dapat ditentukan merupakan 

titik dalam menentukan hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam hal 

terjadi perselisihan kinerja kontrak.  

4) Suatu Sebab Yang Halal  

Setiap orang dapat membuat perjanjian, kecuali perjanjian tidak 

boleh melanggar undang-undang, aturan umum, kesusilaan, dan 

kesusilaan (Pasal 1335 KUH Perdata).
20

 

                                                           
18

 R. Soeroso, Perjanjian di Baawah Tangan (Pedoman Pembuatan dan Aplikasi Hukum), 

Alumni Bandung, Bandung, 1999, Hal 12 
19

 J. Satrio, Op.Cit, Hal. 28 
20

 R. Soeroso. Op. Cit., Hal 16 
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Keempat syarat tersebut bersifat kumulatif. Dengan kata lain, 

semua ini harus dipenuhi agar kontrak menjadi sah.  

4. Jenis-Jenis Perjanjian  

Ada beberapa jenis kontrak dalam KUH Perdata, antara lain:
21

 

1) Perjanjian Timbal Balik  

Kesepakatan bersama adalah kesepakatan yang menetapkan 

kewajiban dasar kedua belah pihak.  

2) Perjanjian Cuma-Cuma  

Berdasarkan Pasal 1314, ayat 1 KUH Perdata, kontrak dijelaskan 

untuk dibuat secara cuma-cuma atau untuk nilai, dan ayat 2 

menjelaskan bahwa kontrak bebas adalah kontrak yang satu pihak 

memperoleh keuntungan pribadi. Saya di sini. kepada orang lain tanpa 

memperoleh manfaat darinya.  

3) Perjanjian Bernama  

Perjanjian bernama adalah perjanjian dengan namanya sendiri. 

Artinya, perjanjian dikelola dan diberi nama oleh Kongres.  

4) Perjanjian Tidak Bernama  

Kontrak tanpa nama adalah kontrak yang tidak diatur oleh hukum 

perdata dan ada dalam masyarakat, tetapi ruang lingkupnya disesuaikan 

dengan kebutuhan pihak yang mengadakannya. B. Perjanjian 

Kerjasama, Perjanjian Pemasaran, dan Perjanjian Manajemen. Lahirnya 

perjanjian ini didasarkan pada asas kebebasan berkontrak.  

                                                           
21

  Mariam Darus Badrulzaman, KUHPerdata Buku III : Tentang Hukum Perikatan dengan 

Penjelasan. Alumi, Bandung, 2001, Hal, 90 
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5) Perjanjian Obligatoir  

Kontrak yang mengikat adalah kontrak di mana satu pihak setuju 

untuk menyerahkan barang tersebut kepada pihak lain. Menurut KUH 

Perdata, kontrak penjualan saja tidak merupakan pengalihan 

kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli. Fase ini hanya 

kesepakatan (mutual) dan harus diikuti dengan kesepakatan suplai 

(substantial agreement). 

6) Perjanjian Kebendaan (Zakelijk)  

Perjanjian substantif adalah perjanjian di mana seseorang 

mengalihkan haknya atas suatu barang kepada pihak lain dan 

membebankan kewajiban (obligation) kepada pihak tersebut untuk 

menyerahkan (melepaskan, mengalihkan) barang tersebut kepada pihak 

lain. Template itu sendiri adalah kesepakatan substantif. Untuk kontrak 

pembelian benda tetap, kontrak pembelian disebut juga kontrak 

voorlopig koop. Dalam hal kontrak untuk penjualan properti pribadi, 

kontrak yang mengikat dan kontrak substantif adalah sama.  

7) Perjanjian Konsensual  

Kesepakatan bersama adalah kesepakatan niat untuk membentuk 

aliansi jika kesepakatan dicapai antara kedua belah pihak. Menurut 

KUHPerdata perjanjian ini  mengikat (lihat Pasal 1338 KUHPerdata).  

8) Perjanjian Riil  

Ada juga kontrak dalam KUHPerdata yang berlaku hanya setelah 

penyerahan barang, seperti kontrak penyimpanan barang (lihat Pasal 
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1694 KUH Perdata), sewa dan penggunaan (lihat Pasal 1740 KUH 

Perdata). Perjanjian akhir ini disebut perjanjian yang sebenarnya. 

5. Tinjauan Umum Wanprestasi  

1) Pengertian Wanprestasi 

Menurut kamus hukum, default berarti kelalaian, kelalaian, 

pelanggaran kontrak, kegagalan untuk melakukan kewajiban 

berdasarkan kontrak. Menurut Munir Fuady, wanprestasi atau disebut 

juga dengan wanprestasi adalah kegagalan untuk melaksanakan suatu 

pelaksanaan atau kewajiban  yang dibebankan kepada pihak tertentu  

dalam suatu kontrak sebagaimana ditentukan dalam kontrak yang 

bersangkutan. J. Satorio mendefinisikan wanprestasi sebagai "suatu 

peristiwa atau kondisi di mana debitur gagal untuk melaksanakan 

kewajiban kontraktualnya dengan benar dan merupakan kesalahan 

debitur."
22

 

Kegagalan untuk melakukan berarti kegagalan untuk melakukan 

kontrak atau kewajiban berdasarkan kontrak. Kegagalan untuk 

memenuhi kewajiban kontrak dapat diakibatkan oleh dua hal:
23

 

a) karena kesengajaan atau kelalaian debitur;  

b) Debitur tidak mampu karena keadaan memaksa (kekuatan yang lebih 

tinggi, force majeure), yaitu debitur tidak bersalah.  
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Untuk menentukan apakah  debitur lalai dalam melaksanakan 

jasanya, perlu ditentukan keadaan-keadaan di mana debitur dengan 

sengaja atau lalai tidak melaksanakannya. Ada 3 kasus. Itu adalah:
24

 

a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. 

Dalam hal ini, debitur lalai melaksanakan kewajiban yang 

dapat dipenuhinya dalam kontrak atau lalai melaksanakan kewajiban 

yang ditentukan oleh undang-undang dalam suatu  perikatan yang 

timbul menurut undang-undang.  

b. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru. 

Debitur melakukan atau melakukan apa yang  diperjanjikan 

atau  ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak melakukan dengan 

benar sesuai dengan properti yang disepakati dalam kontrak atau 

yang ditentukan secara hukum.  

c. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. 

Debitur telah wanprestasi dan tenggat waktu yang disepakati 

dalam kontrak belum terpenuhi. Untuk menentukan jangka waktu 

tunggakan debitur, perlu diperhatikan apakah  ditentukan tenggang 

waktu pemberian jasa pada saat konsinyasi. Dalam suatu perjanjian 

untuk memberi atau  melakukan sesuatu, para pihak  menentukan 

tenggang waktu atas pelaksanaan kinerja debitur.  

Menurut Pasal 1243 KUH Perdata, “Jika debitur lalai 

melaksanakan suatu kewajiban meskipun dinyatakan lalai,  atau jika 
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sesuatu diberikan atau dilakukan, biaya, kerugian, atau kerugian yang 

timbul karena kegagalan melaksanakan suatu kewajiban dan 

pembayaran bunga harus diberikan atau dilakukan hanya melebihi 

waktu yang ditentukan.  

Dalam hal debitur wanprestasi, kreditur dapat memilih di antara 

beberapa kemungkinan tuntutan menurut pengertian Pasal 1267 KUH 

Perdata. Jika memungkinkan, memaksa pihak  lain untuk melakukan 

kontrak atau menuntut pemutusan kontrak dengan penggantian biaya, 

kerugian dan bunga. ”  

b. Bentuk-Bentuk Wanprestasi 

Bentuk-bentuk dari Wanprestasi meliputi : 

1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali.  

Mengenai wanprestasi obligor dikatakan bahwa obligor tidak 

melaksanakan sama sekali.  

2) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.  

Jika kinerja obligor masih diharapkan, kinerja obligor dianggap 

belum selesai tepat waktu.  

3) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.  

Jika obligor gagal untuk melakukan obligor, obligor gagal untuk 

melakukan.  

Sedangkan menurut Subekti,  ada empat jenis default:
25

 

1) Tidak melakukan apa yang dijanjikan;  

                                                           
25

 Setiawan, 1999, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian, Jakarta, Putra Abadin, Hal.18 



26 

 

 
 

2) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak seperti yang 

dijanjikan.  

3) Saya melakukan apa yang saya janjikan, tetapi sudah terlambat.  

4) Lakukan apa yang telah disepakati untuk tidak  dilakukan.  

Default sangat erat kaitannya dengan panggilan pengadilan. 

Debitur baru dinyatakan wanprestasi jika menerima surat dunning dari 

kreditur atau pejabat yang berwenang. Jika panggilan pengadilan tidak 

dipenuhi, kreditur berhak membawa masalah itu ke pengadilan, dan 

pengadilan akan memutuskan apakah debitur wanprestasi. Dunning 

adalah pemberian kreditur kepada debitur untuk memungkinkan debitur 

menjalankan usahanya sesuai dengan syarat-syarat perjanjian yang  

disepakati antara kedua belah pihak. 

c. Model-model wanprestasi  

Tindakan standar dapat dibedakan dalam berbagai bentuk. 

Beberapa sarjana telah berusaha memberikan deskripsi berbagai 

bentuk/model default. Model bawaan Mariam Darus Badrulzaman 

terdiri dari tiga bentuk. obligor gagal memenuhi kewajibannya; Entah 

debitur salah atau perintahnya tidak bisa dipenuhi.
26

 Muhammad 

Syaifuddin berpendapat bahwa selain ketiga model default, ada bentuk 

lain: cara untuk melakukan apa yang dilarang oleh kontrak.
27
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d. Penentuan wanprestasi  

Dalam praktiknya, sulit untuk menentukan kapan seseorang 

harus atau tidak boleh melakukan. Hasil kerja jatuh ke dalam tiga 

kelompok, beberapa dalam bentuk komitmen (janji) dan beberapa 

dalam bentuk kondisi (syarat). Rincian lebih lanjut diberikan dalam 

contoh berikutnya. Bayangkan seorang roofer yang memiliki wewenang 

untuk memperbaiki atap yang bocor. Tukang atap  memeriksa atap dan 

memperbaiki atap yang  bocor, tetapi dalam hal  ini ditemukan bahwa 

air masih keluar masuk, apakah pemasang gagal atau melakukan 

layanannya sawah. Untuk dapat menjawab pertanyaan di atas, jasa 

seorang tukang  dapat berupa kewajiban atau syarat dengan berbagai 

akibat hukum atas kegagalan untuk melakukan jasa seorang tukang. 

Jika kinerja pekerja merupakan suatu kewajiban, pekerja tersebut dapat 

diwajibkan untuk melakukan tugas tersebut tanpa imbalan atau tanpa 

imbalan, atau kreditur  tidak dapat menerima kompensasi atas pekerjaan 

yang dilakukan pekerja atas dasar itu. Anda dapat membatalkan kontrak 

sebagai berikut. Penerimaan kontrak mungkin diperlukan.  

Sebaliknya, jika kinerja pekerjaan merupakan prasyarat, 

pengrajin tidak dapat mengklaim pembayaran jika kinerja pekerjaan 

dianggap tidak dilakukan. Faktanya, ketika seorang pengrajin malas, 

perilaku seorang pengrajin yang memiliki banyak kekurangan tetapi 

telah mencapai banyak hal terasa tidak adil. Sebaliknya, lebih adil jika 
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pengrajin melakukan pekerjaannya karena dia benar-benar melakukan 

banyak (penting) dan hanya memiliki sedikit kekurangan (minor 

omissions). 

B. Tinjauan Tentang Perjanjian Rawi Dua (Bagi Hasil) 

1. Pengertian Perjanjian Bagi Hasil  

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil. 

Berdasarkan Bagian 1c. “Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian  antara 

pemilik di satu pihak dengan orang atau badan hukum yang disebut dalam 

Undang-undang ini sebagai 'pengelola' di pihak lain, tetapi didasarkan 

pada  perjanjian berikut, apapun namanya: Operator telah memperoleh izin 

dari pemilik  untuk menjalankan bisnis pertanian milik pemilik di atas dan 

membagikan hasilnya di antara para pihak. 

Bentuk umum dari perjanjian bagi hasil adalah bahwa dalam KUH 

Perdata, khususnya  Buku 3, perjanjian itu kadang-kadang disebut sebagai 

perjanjian  tertulis  atau lisan. Dua pihak.
28

 

Bagi hasil terdiri dari dua kata yaitu bagi dan hasil. Bagi artinya 

penggal, pecah, urai dari yang utuh.
29

 Bagi hasil adalah skema bagi hasil  

dimana pemilik modal bekerjasama dengan pemilik modal untuk 

menjalankan usaha. Jika aktivitas bisnis menghasilkan keuntungan, 
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mereka membagikannya, dan jika berada di zona merah, mereka 

membagikannya.
30

 

Bagi hasil dalam istilah bahasa asing (Inggris) disebut bagi hasil. 

Bagi hasil dalam kamus bisnis diartikan sebagai bagi hasil. Menurut 

definisi, bagi hasil didefinisikan sebagai "mendistribusikan sebagian dari 

keuntungan kepada karyawan perusahaan". Lebih lanjut dikatakan bahwa  

itu bisa berupa bonus  tunai tahunan berdasarkan keuntungan tahun 

sebelumnya atau ditawarkan dalam bentuk pembayaran mingguan atau 

bulanan. 

Bagi hasil adalah  sistem yang mencakup tata cara pembagian hasil 

usaha antara penyandang dana dan perusahaan pengelola.
31

 Sistem bagi 

hasil adalah suatu sistem untuk memenuhi kesepakatan atau kewajiban 

bersama dan beberapa kewajiban dalam melakukan kegiatan usaha. Dalam 

bisnis ini, pembagian  keuntungan disepakati antara dua pihak atau lebih.
32

 

Menurut Soerjono Soekanto, tidak ada perbedaan antara kedudukan 

common law dan common law. Karena hukum adat pada hakikatnya 

adalah hukum adat, suatu praktek yang mempunyai akibat hukum. Tidak 

seperti konvensi belaka, konvensi common law adalah suatu perbuatan 
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yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, sehingga menimbulkan 

“rechtsvardigeordening dersamenlebing”.
33

 

Istilah bagi hasil lebih sering digunakan oleh lembaga keuangan 

(bank) Artinya, perhitungan distribusi pendapatan yang dihasilkan atas 

dasar nisbah (rasio) yang telah disepakati semula. Besarnya keputusan bagi 

hasil antara kedua belah pihak harus saling menguntungkan dan dilakukan 

atas kehendak masing-masing pihak tanpa  paksaan. Sistem bagi hasil ini 

menjamin  keadilan dan tidak ada pihak yang dieksploitasi.
34

 

2. Subjek Perjanjian Bagi Hasil  

Dalam setiap kontrak ada dua jenis subjek. Artinya, yang pertama 

adalah orang atau  badan hukum yang mempunyai kewajiban terhadap 

sesuatu, dan yang kedua adalah orang atau  badan hukum yang berhak 

melaksanakan kewajiban tersebut.
35

 

Subyek yang berwujud manusia harus memenuhi syarat-syarat 

umum untuk melakukan perbuatan hukum yang sah, yang meliputi 

dewasa, berakal, undang-undang kepailitan, peraturan wanita kawin 

Pelaksanaan perbuatan hukum tidak boleh dilarang atau dibatasi oleh 

undang-undang seperti dll. 
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Subjek perjanjian secara otomatis sama dengan subjek komitmen. 

Artinya, kreditur dan debitur, yang merupakan subyek aktif dan  pasif. Dua 

definisi objek kontraktual meliputi:
36

 

a. Orang yang berhak menerima sesuatu disebut kreditur.  

b. Seseorang yang berkewajiban untuk melakukan  disebut debitur.  

1) Subjek Perjanjian Berupa Manusia (Orang)  

R. Subekti berpendapat yang dikatakan subjek perjanjian adalah:
37

 

a. Orang (orang) yang membuat akad itu berkata atau siap untuk 

melakukan perbuatan hukum.  

b. Pihak yang membuat kontrak harus melaksanakan kontrak 

berdasarkan prinsip kebebasan memilih. Artinya  tidak ada paksaan, 

kesalahan atau kecurangan dari para pihak dalam mengadakan 

kontrak. Karena kesepakatan di antara mereka mengikat mereka. 

2) Badan Hukum  

Korporasi adalah  perkumpulan  orang-orang yang dibentuk oleh 

undang-undang. Badan  hukum dapat bertindak secara hukum 

(melakukan perbuatan hukum) seperti halnya manusia. Perusahaan 

dapat membuat kontrak. Kontrak perusahaan menggunakan entitas 

perantara  sebagai administrator.  

Badan hukum dibedakan menjadi dua: 
38
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a. Badan Hukum Publik (Publiek Recht Persoon)  

Badan hukum menurut hukum publik adalah badan hukum 

yang didirikan  untuk umum, yang tujuannya adalah masyarakat 

umum atau kesejahteraan banyak orang. Oleh karena itu, korporasi 

menurut hukum publik adalah korporasi negara yang dibentuk oleh 

pemegang kekuasaan (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang  

secara fungsional ditegakkan. Contohnya antara lain Bank Indonesia 

dan Badan Usaha Milik Negara.  

b. Badan Hukum Privat (Privat Recht Persoon)  

Hukum perdata atau korporasi hukum perdata yang didirikan  

untuk seseorang di dalam korporasi itu sendiri. Tidak seperti 

perusahaan publik yang tidak mencari keuntungan, perusahaan 

swasta dibentuk untuk mengejar kepentingan kelompok yang 

bergerak di bidang sosial, pendidikan, berbasis pengetahuan, dan 

bidang lainnya, dengan mengacu pada hukum yang berlaku. 

Contohnya termasuk perseroan terbatas, koperasi, yayasan dan badan 

amal.  

Badan hukum yang tidak sah dapat membatalkan (mencabut) 

kontrak yang dibuat.  

c. Objek Perjanjian Bagi Hasil  

Badan hukum berdasarkan Pasal 499 KUHPerdata. “Barang 

adalah, menurut hukum, segala sesuatu dan  hak yang dapat menjadi 

subjek kepemilikan.”  
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Pasal 500 KUH Perdata. “Segala sesuatu yang terkandung 

dalam suatu benda menurut hukum keterikatan adalah barang, 

sepanjang melekat pada cabang, akar, atau tanah, demikian juga 

semua hasil baik hasil alam maupun kerajinan.”  

Target dari engagement adalah kinerja. Kinerja adalah isi 

kontrak atau kewajiban yang harus dilakukan oleh debitur dalam 

setiap pesanan/kontrak. Macam-macam hasil Pasal 1234 

KUHPerdata antara lain:  

a) Memberikan Sesuatu ; 

b) Berbuat Sesuatu ;  

c) Tidak berbuat sesuatu ;  

Objek Perjanjian Menurut Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja 

yaitu:
39

 

Yang dimaksud dengan objek hukum  adalah segala sesuatu 

yang berguna dan dapat dikuasai oleh suatu badan hukum dan dapat 

digunakan sebagai objek dalam suatu hubungan hukum. Objek 

hukum pada umumnya adalah benda dan benda (goederen). Definisi 

objek dibagi menjadi objek berwujud dan  tidak berwujud. Benda 

berwujud mencakup segala sesuatu yang dapat dilihat, disentuh, dan 

sering diukur atau ditimbang, seperti rumah, pohon, buku, dan 

mobil. Tidak berwujud termasuk hak dalam bentuk apa pun, seperti: 

Faktur, Hak Cipta, Merek Dagang dan Hak Lainnya. Barang juga 

dibagi menjadi barang bergerak dan barang tidak bergerak. Benda 

bergerak adalah benda yang menurut sifatnya dapat bergerak. Harta 

tidak bergerak atau benda tetap adalah segala sesuatu yang  tidak 

dapat atau tidak dapat dipindahkan karena sifat atau tujuan 

penggunaannya (tanah, rumah, mesin-mesin tertentu di pabrik, dll) 

atau ketentuan hukum (ketentuan undang-undang).  
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d. Berakhirnya Perjanjian Bagi Hasil  

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Bagi 

Hasil. Berdasarkan Pasal 4:  

1) Perjanjian bagi-hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan 

didalam surat perjanjian tersebut pada Pasal 3, dengan ketentuan, 

bahwa bagi sawah waktu itu adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) 

tahun dan bagi tanah-kering sekurang- kurangnya 5 (lima) tahun.  

2) Dalam hal-hal yang khusus, yang ditetapkan lebih lanjut oleh 

Menteri Muda Agraria, oleh Camat dapat diizinkan diadakannya 

perjanjian bagi-hasil dengan jangka waktu yang kurang dari apa 

yang ditetapkan dalam ayat 1 diatas, bagi tanah yang biasanya 

diusahakan sendiri oleh yang mempunyainya.  

3) Jika pada waktu berakhirnya perjanjian bagi-hasil diatas tanah 

yang bersangkutan masih terdapat tanaman yang belum dapat 

dipanen, maka perjanjian tersebut berlaku terus sampai waktu 

tanaman itu selesai dipanen, tetapi perpanjangan waktu itu tidak 

boleh lebih dari satu tahun. 

4) Jika ada keragu-raguan apakah tanah yang bersangkutan itu 

sawah atau tanah-kering, maka Kepala Desalah yang 

memutuskan. 

 

Kata pembatalan berarti padam atau menghilang, dan 

pembatalan berarti mengecualikan, menyangkal, membatalkan, dan 

oleh karena itu pembatalan suatu perikatan berarti sesuatu, suatu 

perbuatan, perikatan yang batal demi hukum, atau Kalah karena 

litigasi berarti tidak berlaku lagi.
40

 

Pengakhiran Perjanjian atau Berakhirnya Perjanjian diatur 

dalam III. Buku-buku hukum perdata diatur. Masalah pencabutan 

kontrak (tenietgaan van verbintenis) disebut juga dengan pencabutan 

kontrak (tenietgaan van overeenkomst). berarti penghilangan segala 

perwujudan maksud yang dinyatakan dalam kesepakatan bersama 
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antara  kreditur dan debitur. Menurut Pasal 1381 KUH Perdata, kontrak 

diakhiri karena alasan-alasan berikut:  

a) Adanya Pembayaran;  

Istilah “pembayaran” di sini memiliki arti yang luas, seperti 

pembayaran oleh pembeli dan penyerahan barang oleh penjual. 

Pembayaran harus dilakukan di tempat di mana kontrak dibuat, 

tetapi kecuali dinyatakan lain, pembayaran harus dilakukan di tempat 

barang itu berada pada saat kontrak. Jika pembayaran dilakukan oleh 

pihak ketiga, pihak ketiga menggantikan debitur asli. Mengganti 

debitur semacam itu disebut recourse. 

b) Penawaran Pembayaran Dikuti Dengan Penitipan Atau 

Penyimpanan;  

Dalam hal ini, pembayaran biasanya dilakukan ketika debitur  

melakukan penawaran pembayaran kepada notaris atau juru sita dan 

kreditur menolak untuk membayar. Penolakan kreditur menyebabkan 

debitur mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri agar 

penawaran pembayaran  ditolak oleh kreditur. Setelah diverifikasi, 

barang atau uang tersebut dititipkan atau dititipkan kepada panitera 

pengadilan negeri. dan dengan demikian memutuskan hubungan 

antara kedua belah pihak. Kreditur kemudian menanggung semua 

risiko atas  barang yang dititipkan. 
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c) Pembaharuan Utang (novasi); 

Pembaharuan utang dilakukan dengan cara mengganti utang 

debitur lama dengan mengganti utang debitur baru dan utang 

kreditur lama dengan yang baru. Ketika hutang lama diganti dengan 

yang baru, subjek kontrak diganti. Ini dikenal sebagai pembaruan 

objektif. Dan di negara bagian ini hutang lama hilang.  

d) Perjumpaan Utang (kompensasi); 

Penyelesaian adalah cara pembatalan utang dengan 

menghitung utang masing-masing pihak sehingga salah satu utang 

hilang.  

e) Pencampuran Utang; 

Dalam hal ini  kreditur dan debitur berada pada kedudukan 

yang sama, yaitu satu orang, dan penggabungan itu karena hukum 

atau wanprestasi. Pencampuran liabilitas ini mengakibatkan 

penghentian pengakuan liabilitas.  

f) Pembebasan Utang; 

Suatu pernyataan oleh kreditur yang secara tegas 

menginginkan kinerja oleh debitur dan melepaskan segala hak atas 

pembayaran dan pelaksanaan kontrak. Namun, debitur hanya harus 

dapat membuktikan bahwa pembebasan itu tidak terikat pada metode 

tertentu. 
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g) Musnahnya Barang Yang Terutang; 

Jika subjek kontrak dihancurkan bukan karena kesalahan 

penerima dan tidak diserahkan pada tanggal yang ditentukan dan 

tidak dapat diperdagangkan atau hilang, kontrak akan dibatalkan.  

h) Batal/Pembatalan;  

Suatu perikatan yang tidak memenuhi persyaratan subjektif 

dapat digugat oleh hakim dengan cara sebagai berikut:  

1. Cara yang sah adalah mengajukan gugatan pencabutan kepada 

hakim.  

2. Metode pembelaan adalah menunggu sampai tindakan dilakukan 

dan kemudian menawarkan alasan untuk tidak terlibat.  

i) Berlakunya Suatu Syarat Batal;  

Jika kedua belah pihak setuju dengan perjanjian awal, aliansi 

akan dibubarkan jika dieksekusi.  

j) Lewatnya Waktu;  

Waktu berlalu atau kedaluwarsa adalah cara sesuatu 

diperoleh atau  dibebaskan dari kewajiban jika waktu dan jangka 

waktu yang ditentukan oleh undang-undang telah berlalu. Jadi semua 

ketertiban hukum hilang dan menjadi ketertiban bebas (natur 

verbtenis) di mana tidak ada pembayaran yang dituntut di 

pengadilan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

hukum empiris. Kajian empiris adalah kajian hukum positif tidak tertulis 

tentang perilaku anggota masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat. 

Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati akibat dari perilaku 

manusia  berupa artefak fisik dan arsip.
41

 

B. Metode Pendekatan  

Teknik-teknik berikut digunakan untuk mengkaji masalah dalam 

penelitian ini.  

1. Pendekatan Perundang-Undangan (Statuta approach) 

Pendekatan legislatif berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang terdiri dari norma dan aturan, seperti Pasal 1313 KUHPerdata 

(pendekatan undang-undang).  

2. Pendekatan konsep 

3. Pendekatan Sosiologis (Sosiologis Breath)  

Pendekatan sosiologis bertujuan untuk melihat apakah konsep yang 

ditawarkan  sesuai dengan kondisi masyarakat. Hal ini  untuk melihat  

kegiatan pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil (rawi dua) Beras di Desa Rite, 

Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima. 
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C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum dan Data  

1. Jenis dan Sumber Bahan Hukum  

Bahan pustaka adalah bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.  

a. Bahan Hukum Primer  

Kepentingan hukum primer adalah kepentingan hukum yang 

mengikat seperti peraturan hukum atau putusan pengadilan. Bahan 

hukum utama yang digunakan penulis  dalam surat ini adalah Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata (BW).  

b. Bahan Hukum Sekunder  

Bahan hukum sekunder adalah bahan  yang tidak mengikat 

tetapi bersifat deskriptif yang merupakan hasil olahan pendapat atau 

pemikiran seorang ahli atau ahli yang membahas suatu pokok tertentu 

dan memberikan petunjuk kemana peneliti akan dibawa.Didefinisikan 

sebagai bahan hukum primer. Sumber-sumber sekunder, sebagaimana 

dirujuk oleh penulis, adalah ajaran-ajaran yang ditemukan dalam buku-

buku, jurnal-jurnal hukum, dan Internet.  

c. Bahan Hukum Tersier  

Sumber hukum tersier adalah sumber hukum yang mendukung 

sumber hukum primer dan  sekunder dengan memberikan pemahaman 

dan pemahaman terhadap sumber hukum lainnya. Sumber hukum yang 
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digunakan penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus 

Hukum.
42

 

2. Data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

a. Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh langsung  dari sumber 

data  lapangan. Data primer ini dikumpulkan dengan menggunakan 

kuesioner dan wawancara.  

b. Data Sekunder  

Data sekunder  berupa sumber hukum, baik sumber hukum 

primer,  sekunder maupun tersier yang  diperoleh dari jurnal, buku, 

internet, kamus, dan lain-lain, diperoleh dengan cara penelitian dan 

telaah sumber kepustakaan (literature research).  

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Data  

1. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Data  

Dalam metode pengumpulan bahan hukum,  penulis menggunakan 

metode pengumpulan data survey kepustakaan. Dalam hal ini, penulis 

melakukannya dengan cara  meneliti, meneliti dan mengutip data dari 

berbagai sumber literatur dan hukum yang berlaku serta mengaitkannya 

dengan permasalahan yang dibahas dalam makalah ini.  

 

 

                                                           
42

 Amirudin dan Zainal Asikin, pengantar metode penelitian hukum, PT Raja Grafindo 
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2. Data  

Data yang terkumpul diproses dalam langkah-langkah berikut:  

a. Observasi, observasi, pencatatan sistematis terhadap fenomena yang 

diteliti.
43

 Dalam penelitian ini, penyusunannya secara langsung maupun 

tidak langsung menggunakan data-data yang dibutuhkan.  

b. Wawancara, metode ini merupakan salah satu metode pengumpulan 

data yang digunakan secara sistematis melalui tanya jawab  berdasarkan  

arah dan tujuan penelitian, yang bisa juga disebut wawancara.  

c. Dokumentasi, pengumpulan data dengan cara mengekstraksi data dari 

dokumen-dokumen yang bersifat arsip formal sebagai bukti otentik.  

E. Analisa Bahan Hukum dan Data  

Analisis data adalah  proses penyederhanaan data ke dalam format 

yang  mudah dibaca dan diinterpretasikan. Beberapa alternatif seperti analisis  

deskriptif kualitatif, analisis deskriptif komparatif, analisis kuantitatif atau 

non-hipotesis, analisis deduktif atau induktif, analisis kualitatif induktif, 

analisis isi (content research), analisis kuantitatif dan pengujian statistik dapat 

digunakan dalam penelitian.
44

 

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dianalisis dengan deskripsi 

kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan dan situasi fenomena 

dalam kata dan kalimat. Kemudian mengklasifikasikannya ke dalam kategori 

dan menarik kesimpulan.
45
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Oleh karena itu, dalam penelitian ini, terlepas dari metode wawancara 

atau dokumentasi, data yang diperoleh di lapangan dijelaskan atau disajikan 

dalam bentuk frasa daripada nilai numerik seperti dalam survei statistik,  dan 

diklasifikasikan dan diklasifikasikan sebagai berikut. . terhadap pernyataan 

masalah. Penalaran deduktif adalah penarikan kesimpulan dari hal yang 

umum ke hal yang khusus. 

 

 


